KEPUTURAN KEPALA KANTOR WITAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINGT SULAWEST UTARA
HNOWOR }‘.'-"- TAHLIN 2001%

TENTANG
PEMBERIAN 1ZIN (JPERASIONAL PENDIRIAN
MATIRASAT TRTIDAIYAN AL KHAIRAAT S0Q8POL MANALO
KOTA MANATDC

DENGAN EAHMAT TUHAN YANCG MAHA TEEA

KEPALA EANTOR WILAYAH EEMENTERTAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang @ a. babhwa dalam rangka pelaksanasn ketontusn pasal 8 ayat (2)
Peraturan Menteri Agama Nemor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelengeara Pendudikan Madrasah, perhl mermberikan wan
operasional lerhadap Madrasah Swasia 1 lingkungan Kantor
Wilayah Kemenlerian Agama Provins: Sulawes) Ulara;

b, buhws  dalam rangka meningkalkan  akses  pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu membenkan  kesempatan
masyvarakat melalul  organisasi berbadan  hukum  unoak
menyelenggaralan madrasah sesual denpan standar nazional
pencicikan;

£, bahwa Madrasah vang rercantiam dalam Lampiran Kepulusan
ini telah memenuhi persyaretan  adminisiralil, leknis, dan
kelavakan yvang relah di tetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimansz  dimaksad
dalam huruf a, Iy, ¢ di atas, perly menespkan keputusan
Kepala Kantor Wilavah Kementenan Agama Provinsi Sulawesi
Ulara tenlang Pemberian lzin Operasional Pendirian Mad: Hr-:ah
Ibridaryal Al Khairaat Mapanger Kota Manado

Mengingat . L. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidlkan MNasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesiz Nomor 4301)%;

2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 entang Gura dan
Dosen  (Lembaran Megeara RKepublik Indonesia Tabhun 2005
MNomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor 43284);

3. Peraluran Pemenntah Nomor 12 Tahon 2005 tentang Srandar
MWagional Pendidikan (Lembaran FEepublik Indonesia Tabun
2005 Numor 41, Tambahan Lembaran Negaia Republik
Indonesia homor 4495 schagsimana telah diubah dengan
Persturznn omerintah Nomer 32 Tahun 2013 lenlang
Perubahan atas Peratiran Pemeriniah Nomor 19 Tahun 2003
tentang  Stancdar Masional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaruan
Mepara Republik Indoncsia Nomor 59104



LT

£,

9.

10,

11.

L2,

Peraturan Pomerintah Nomor 47 Tahun 2008 wenteng Wajil
Belajar Pendidikan Dasar {Lembarsn BNegarz Hepubbk
Indonesia Momor A863):

I'eraturan  Pemerintan Nomor 48 Tahun 2008  tentang
Pendanaan Pendidikan [Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Tabun 2008 Nomor Nomor 91, Teambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerinlah Momor 74 Tahun 2008 tentang Gurua
[Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor 99%1);

Peraturan  Pemcrintah  Domor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan  Penyclengearasn  Pendidikan  (Lembaran
Megara Republik Indencsia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Megara Megora Republik Indonesia Nomor 5150]
schagsimana telah di uvbah dengan Permiuran Pemerintah
Momer 65 Tahun 2010 tentang Peraturan dtas Peralaran
Pemerintan Nomor 17 Tabun 2010 entang Perubahan atas
Pengelolaon  dan  Penvelengearaan  Pendidikan  [Lembaran
Mepara Republil Indonesia Tahun 2010 nomor 1124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Veraturan Menteri Pendiidikan Nasional Nomoer 24 Tahun 2007

Tentang Stancdar  Sarana dan Prasarana untuk
Selolah/Madrasah Thtidaivah, Helolah Menenpan

Pertmma/Madrasah  Tsanawivah dan Sekolah  Menengah
Atas) Madrasuh Alivah;

Peraturan Menterl Pendidikan Nasional Nomer 15 Tahun 2010
tentang Standar  Pelayvanan  Minimal  Pendidikan 4l
Kabupaten/Kota Schagaimana lelah di ubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 26107
Lertang perabahan atas Peraturan Menteri Pendidilkan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 ientang standar Pelayanan Minimal
Pendidikan o Kebupaten /Kota

Peraturan  Menteri Apgama MNomor 2 Tahun 2012 tentang
Penpawas Madrazab dan Penpawas Pendicdikan Agama Talam
pada Scholabh (Berita Nepara Fepubiik Indonesis Taban 2012
Momer 208) scbagaimana telah di ubah dengan Meracursn
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Porubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas dan Pengawas Pendidikan Agama lslam pada Belealakb
|[Berita Negara Republik Indonesia Tabhun 2013 Nomor 684);
Peraturan Menterl agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Orpanizsasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agzama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 831}
Peraturan  Menteri  Agama 90 Tabun 2013 rentang
Ponvelengeparaan pendidikan Madeasah [Berita Negara Repuahblik
Indonecsia Tahun 2013 Nomor [282) scbhapaimans telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomoer &0 Tahur 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Agsams Nomor 90
Talmn 2013 tcntang Penyelenggsraan Pendidikan Madrasshb
[Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemer 1733);



Menetapkan

KESATL

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA EKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
ACGAMA PROVINSL SULAWESI UTARA TENTANG PEMEBERIAN
[ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TRTIDAIYAH AL
KHAIRAAT SBO5P0OL KOTA MANADO,

Memberikan  izin operasional pendirian madrasah  kepada
mAadrasah  sebagmimana lercanlum  dalam Lampiran vang
merupsakan bagan bdsk terpisahkan darl Keputusan i
Setelah jangka wakta 4 tahun, Kepala madrasah vang
bersanglutan wajib

a. Menyampailan laporan perkembmngan Madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama vang memual paling
sedikit perkembangan jumlah peserta Jidik, pelaksanaan
loarikulum,  pelaksanean pemenuhan  standar  sarana
prasarana dan pelaksanaan pememihan siandar peradidik
dan tenaga kependidikan; dan/falau

b, Mengajukan prndallaran visitasl akteditasi
sekolah/madrasah  kepada BAN O S3/M  sesuai ketentuan
poraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasab sehagairmana ol maksud
dalam Diktum KEDUA huruaf a dindlai memenuhi standar
pelavanan minimal penyslenpusraan pendidiltan denfatau hasil
akreditas  sehagamans dimaksud Ditum KEDUA hurul b
mendapal  peringkat  minimal £, maka  izin operssional
scbagaimana dimalksud dalam Dikium KESATU

tetap berlaloa

Dhalam hal Madrasah sebagaimans dimaksud dalam Diktam
KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelavanan minimal
penyolenggaraan  pendidikan dan/atau hasil  akreditasi
schagaimana  dimaksud Tikium KEDUA hwuaf b tidak,
mendapat  peringkeat minimal ¢, maka izin opernsional
zebagaimana dimaksud dalam Dikctum KESATU di cabul,

Keputusan ini mulal berlaku pada tangzal di tetapkan,

Diterapkan dj : Manadoe
Pada Tangpal T Bk November 2019

ﬁl'. SULAWES]L UTARA



LAMPIRAN :

EEPUTUSAN KEPALA EKANTOR  WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESL
UTARA

MOWCHR . '!.'l.'.} TAHUN 2019

TENTAN
PEMEBERIAN [ZIN OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH AL KHAIRAAT S0O5P0OL KOTA
MANADO

IDENTITAS MADRASAH YANG DNBERIKAN IZIN OFERASIOMAL

1 | Hama Madrasah

2 | Nomor Statistile Madrazah

Madraszabh Ibtidayah Al Khairaat t:':-n_::':%p::ll !

111271710003

3 | Alamat Madrassh

Kel. Mahaw Ling [, Jln. Masjid Al [khwan
Kota Manada Provinsi Slg_]_&j_:ﬁ_ﬂg_f_;_i Utara

4 ! Nama (rganisasi
Penyelengpara

Yayasan Al lhkwan

o Akte Motaris
_Penyelengaara

No.16

B Pengesshan Akle Nolans
| Organisasi Penyvelengpara

Ti1ual




